
  

DOI: https://doi.org/10.37504/map.v8i1.703 

MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) Vol. 8 No. 1 ISSN 2615-2142 
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TPP DI BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

 KOTA PROBOLINGGO 
 

1Ekky Puspitasari 
1ekky.probolinggokota@gmail.com 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo 
2Esa Wahyu Endarti 

2esawahyuendarti@uwp.ac.id 
3Satunggale Kurniawan 

3satunggalekurniawan@uwp.ac.id 
2,3Universitas Wijaya Putra Surabaya 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the mechanism for providing Additional Employee Income at 
the Probolinggo City Human Resources Development and Personnel Agency. The research method used 
is descriptive qualitative with an inductive approach. The research was conducted at the Probolinggo City 
Human Resources Development and Personnel Agency. Based on the results of the research and data 
processing, it can be concluded that the mechanism and implementation of the Employee Income Policy 
are running optimally and are in accordance with the Probolinggo Mayor Regulation Number 6 of 2024 
concerning the Second Amendment to the Probolinggo Mayor Regulation Number 27 of 2022 and the 
Probolinggo Mayor Regulation Number 15 of 2023 concerning the Provision of Additional Employee 
Income. This policy is able to improve the performance, discipline, competence and welfare of ASN. There 
are several supporting factors in the implementation of the TPP Granting policy at BKPSDM, namely 
Resources (budget), attitudes and bureaucratic structures. The inhibiting factors include in terms of 
resources (facilities) server capacity which sometimes takes a long time to respond when used at the same 
time and resources (Human Resources) there are several employees who are constrained in inputting 
performance activities on the application, less friendly with the application due to age factors that are 

almost retired. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemberian TPP di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian dilaksanakan di Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan implementasi 
kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berjalan optimal dan sudah sesuai 
dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Probolinggo 
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai. Kebijakan ini 
mampu meningkatkan kinerja, disiplin, kompetensi dan kesejahteraan ASN. Terdapat 
beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Pemberian TPP di BKPSDM ini yaitu 
Sumber Daya (anggaran), sikap dan struktur birokrasi. Adapun faktor penghambat antara lain 
dari segi sumber daya (fasilitas) kapasitas server yang ada kalanya membutuhkan waktu lama 
untuk merespon apabila digunakan dalam waktu yang bersamaan dan sumber manusia 
terdapat beberapa pegawai yang terkendala dalam penginputan aktifitas kinerja pada aplikasi, 
kurang bersahabat dengan aplikasi dikarenakan faktor usia yang hampir purna tugas. 
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PENDAHULUAN 
 BKPSDM Kota Probolinggo adalah 
organisasi sektor publik dimana 
aktivitasnya memberikan pelayanan publik 
(ASN dan masyarakat) dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan 
masyarakat dan sebagai pengusul kebijakan 
TPP. Sumber Daya Manusia merupakan 
salah satu unsur dalam organisasi sektor 
publik yang dapat meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. Mengingat urgensitas 
peran aparatur dalam menyelenggarakan 
peran dan fungsinya, maka perlu dicari dan 
dirumuskan pendekatan strategis untuk 
membangun wajah baru aparatur 
profesional yang handal, tanggap, inovatif 
dan  fleksibel. Cerminan dari kinerja yang 
tinggi adalah kondisi aparatur yang dapat 
bekerja dengan baik dan penuh 
tanggungjawab dan berkonsentrasi dalam 
bekerja. Kinerja PNS (PP 30 Tahun 2019) 
adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 
PNS pada organisasi/unit sesuai dengan 
SKP dan Perilaku Kerja. Di sisi lain, 
pemerintah memberikan tunjangan yang 
spesifik untuk memacu  kinerja berupa  
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 
Namun, kinerja PNS seringkali tidak stabil 
meskipun telah disediakan TPP. Sesuai 
dengan pengaduan yang diterima oleh 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo 
dari segenap Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Probolinggo bahwa terdapat beberapa 
jajaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo 
yang kurang responsif dan kurang efektif 
dalam pelayanan administrasi 
kepegawaian meskipun sudah menerima 
Tambahan Penghasilan Pegawai, maka 
perlu adanya penelitian lebih lanjut 
mengenai implementasi kebijakan TPP dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan dimaksud di BKPSDM Kota 
Probolinggo. Pentingnya penelitian ini 

untuk mengetahui implementasi Kebijakan 
Pemberian TPP di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Probolinggo dan untuk mengetahui 
faktor pendukung dan faktor penghambat 
dalam implementasi Kebijakan Pemberian 
TPP di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Probolinggo. Hal yang membedakan 
penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
adalah obyek penelitian terdahulu adalah 
berfokus pada pelaksana kebijakan. 
Sedangkan dalam penelitian ini obyek 
penelitian adalah pengusul atau penunjang 
dan sekaligus pelaksana kebijakan TPP. 

 
TINJAUAN TEORETIS 
 Menurut Adim (2020), implementasi 
merupakan suatu tindakan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 
keputusan, tindakan ini berusaha untuk 
mengubah keputusan-keputusan menjadi 
pola-pola operasional serta berusaha 
mencapai perubahan-perubahan besar atau 
kecil sebagaimana yang telah diputuskan 
sebelumnya. Menurut George C. Edward 
III, Implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh 4 faktor diantaranya komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan struktur 
birokrasi. Norpalia dkk (2020) Kebijakan 
Publik adalah suatu keputusan yang 
diambil pemerintah untuk memecahkan 
masalah publik atau masalah yang terjadi di 
masyarakat yang menyangkut kepentingan 
publik, sehingga keputusan yang diambil 
harus bijak dan tepat. Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan 
oleh pemerintah Kota Probolinggo kepada 
para PNS dan PPPK merupakan salah satu 
bentuk kompensasi yang diterima oleh para 
PNS dan PPPK. Edison (2016), mengatakan 
bahwa kompensasi adalah segala sesuatu 
yang diterima oleh pegawai sebagai balas 
jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. 
Menurut Max Weber, Birokrasi merupakan 
suatu model organisasi yang sangat efektif 
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dan efisien. Salah satu faktor dan aktor 
utama yang turut berperan dalam 
perwujudan pemerintahan yang bersih 
(clean government) dan kepemerintahan 
yang baik (good governance) adalah 
birokrasi. Agus Dwiyanto (2020) Kinerja 
Organisasi merupakan jawaban dari 
berhasil atau tidaknya suatu organisasi 
dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Mohamad Mahsun (2019) 
Kinerja ASN atau performance merupakan 
gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam strategic 
planning suatu organisasi. Hasibuan (2016) 
Disiplin ASN masuk dalam perilaku kerja 
pegawai. Disiplin PNS adalah kesanggupan 
PNS untuk menaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai 
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 
terhadap tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya, termasuk 
informasi akan efisiensi, penggunaan 
sumber daya dalam menghasilkan barang 
dan jasa, kualitas barang dan jasa, 
perbandingan hasil kegiatan dengan target, 
dan efektivitas tindakan dalam mencapai 
tujuan. Sementara Agustino (2020) 
mengemukakan pendapatnya bahwa 
model implementasi kebijakan yang 
bersifat top down yang dikembangkan oleh 
George C.Edward III. Beliau menamakan 
model implementasi kebijakan publiknya 
dengan Direct and Indirect Impact of 
Implementation. Dalam pendekatan teori ini 
terdapat empat variable yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber 
Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi. 
Pemberian tambahan penghasilan pegawai 
merupakan pemberian tambahan 
penghasilan kepada pegawai secara sengaja 
untuk mewujudkan adanya dorongan 
dalam mempertahankan dan meningkatkan 
prestasi kerja sehingga akan menimbulkan 
dampak baik bagi institusi melalui adanya 
kinerja yang baik dan berkualitas dari 

setiap pegawai. Melalui pemberian TPP 
(insentif) diharapkan pegawai terdorong 
untuk semakin meningkatkan prestasi 
dalam rangka mencapai target kinerja yang 
telah ditentukan. Pemberian TPP dapat 
menjadi stimulus bagi pegawai untuk 
secara optimal melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya sehingga berkinerja secara 
optimal dalam rangka pengabdian kepada 
masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 
 Penelitian tentang Implementasi 
Kebijakan Pemberian TPP di Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Probolinggo 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian kualitatif merupakan suatu 
prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang - orang atau perilaku 
yang diamati menurut (Moleong, dalam 
Murdiyanto, 2020:28). Dalam model 
pendekatan ini, peneliti merupakan 
instrumen utama yang mengamati secara 
langsung semua tingkah laku manusia yang 
menjadi objek penelitian, dilanjutkan 
dengan mendeskripsikan secara jelas dan 
mendetail mengenai situasi pengamatan 
yang diamati sebagaimana adanya. 
Penelitian deskriptif kualitatif ini ditujukan 
untuk mendeskripsikan dan 
menggambarkan fenomena-fenomena yang 
ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa 
manusia, yang lebih memperhatikan 
mengenai karakteristik, kualitas, 
keterkaitan antar kegiatan menurut 
(Sukmadinata, 2011:73). Fokus penelitian 
yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 
implementasi kebijakan pemberian TPP di 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo 
termasuk faktor penghambat dan faktor 
pendukung dalam implementasi kebijakan 
TPP. Dimensi/kriteria yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada teori 
George Edward III dalam Widodo 
(2010:96), untuk meneliti faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan implementasi kebijakan dengan 
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berfokus pada empat variabel yaitu faktor 
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan 
struktur birokrasi. Lokasi Penelitian di 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo. 
Objek penelitian dan informan terdiri dari 
ASN pada BKPSDM sejumlah 9 orang, ASN 
DPMPTSP, BAPPEDA, BPPKAD, 
Inspektorat dan Bagian Organisasi masing-
masing 1 orang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan 
studi dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif 
Miles dan Huberman yg terdiri dari 
Reduksi data, Penyajian Data dan 
Penarikan Kesimpulan, sedangkan Teknik 
keabsahan data menggunakan Teknik 
triangulasi sumber data dan metode 
dengan menggunakan cara wawancara 
kemudian dilanjutkan dengan observasi 
untuk memperoleh informasi yang sama. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Dari hasil pengamatan, pada 
dimensi komunikasi dapat dikatakan 
bahwa telah dilaksanakan Sosialisasi terkait 
Kebijakan Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai. Informasi tentang 
Kebijakan TPP ini sudah tersampaikan 
dengan baik kepada seluruh ASN 
khusunya di BKPSDM Kota Probolinggo, 
termasuk syarat untuk mendapatkan TPP 
dan hal-hal apa saja yang dapat 
mengurangi perolehan TPP sehingga 
seluruh ASN memahami target kinerja dan 
disiplin yang harus diterapkan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat George C Edward 
III dalam Agustino (2020) yang 
mengemukakan bahwa komunikasi sangat 
menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
Pengamatan terhadap dimensi sumber 
daya dalam implementasi kebijakan 
pemberian TPP di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Probolinggo yang mencakup sumber 
daya manusia, anggaran, dan 
fasilitas/sarpras. Tim Pelaksana Kebijakan 
cukup professional. Sumber daya berupa 
anggaran yang ada di BKPSDM Kota 

Probolinggo sudah cukup memadai, 
sumber daya berupa fasilitas aplikasi dan 
internetpun mendukung namun terkadang 
aplikasi harus maintenance untuk menjaga 
server agar mampu menyimpan semua 
laporan dan bukti dukung dari hasil 
aktifitas kinerja ASN. Adakalanya server 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
merespon pada saat digunakan dalam 
waktu yang bersamaan seperti pada saat 
pegawai melakukan absen di siang hari 
melalui SIAP mobile. Terdapat beberapa 
ASN yang kurang mumpuni dan kurang 
responsif dalam mengentri aktifitas pada 
aplikasi e-kinerja, seperti ASN yang sudah 
lanjut usia dan hampir memasuki masa 
purna tugas dan dasar karakter sehingga 
belum mampu memberikan pelayanan yg 
efektif serta adakalanya belum melampaui 
beban kerja atau profuktivitas kerja normal 
untuk memperoleh TPP. Hal ini sesuai 
dengan pendapat George C Edward III 
dalam Agustino (2020) yang 
mengemukakan bahwa sumber daya utama 
dalam implementasi kebijakan adalah 
sumber daya manusia. Dari hasil 
pengamatan terhadap disposisi atau sikap 
para pelaksana dalam implementasi 
kebijakan pemberian TPP ini dapat 
menerima dengan baik. Sikap pelaksana 
kebijakan atau implementor pada 
pelaksanaan Kebijakan TPP pada BKPSDM 
sudah sesuai dengan aturan yang, 
professional dan cukup baik dalam 
mengimplementasikan pelaksanaan 
kebijakan. Hal ini sesuai dengan jurnal 
penelitian yang dilakukan oleh Adi 
Susanto, Fachruzzaman, Abdullah (2020), 
bahwa syarat pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bengkulu dihitung 
berdasarkan penetapan bobot jabatan, 
prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai, 
sebagaimana tertuang dalam Keputusan 
Gubernur Bengkulu Nomor P.114 Tahun 
2018 tentang Besaran TPP di Provinsi 
Bengkulu. Hal tersebut di atas diperkuat 
oleh Edward III dalam Agustino (2020) 
bahwa pengangkatan dan pemilihan 
personel pelaksana kebijakan haruslah 
orang-orang yang memiliki dedikasi pada 
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kebijakan yang telah ditetapkan, lebih 
khusus lagi pada kepentingan warga 
masyarakat. Hasil pengamatan, struktur 
birokrasi dalam implementai Kebijakan 
Pemberian TPP di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Probolinggo, baik SOP maupun 
pembagian tugas telah sesua dan selalu 
mengacu pada Perwali Nomor 6 Tahun 
2024 Tentang Perubahan Kedua atas 
Perwali Nomor 27 Tahun 2022 dan Perwali 
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian 
TPP bagi ASN. Pelaksana Kebijakan TPP 
berkomitmen melaksanakan sesuai aturan 
dan SOP yang telah ditetapkan. Siapapun 
pepimpinnya, pelaksana kebijakannya, 
kebijakan ini berjalan dengan optimal. 
Peraturan-peraturan di atas merupakan 
mekanisme dalam kebijakan pemberian 
tambahan penghasilan pegawai di Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Probolinggo. Hal ini 
sesuai dengan jurnal penelitian yang 
dilakukan oleh Adi Susanto, 
Fachruzzaman, Abdullah (2020), bahwa 
mekanisme pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni 
didasarkan pada Keputusan Gubernur 
Bengkulu Nomor P.114 Tahun 2018 tentang 
Besaran TPP di Provinsi Bengkulu. Hal di 
atas diperkuat oleh Edward III dalam 
Agustino (2020), bahwa kebijakan yang 
begitu kompleks menuntur adanya 
kerjasama banyak orang, ketika struktur 
birokrasi tidak kondusif pada kebijakan 
yang tersedia, maka hal ini akan 
menyebabkan sumber-sumber daya 
menjadi kebijakan. Birokrasi sebagai 
pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 
mendukung kebijakan yang telah 
diputuskan secara politik dengan jalan 
melakukan koordinasi dengan baik. 
 

SIMPULAN  
 Implementasi Kebijakan Pemberian 
TPP berjalan optimal, sesuai dengan 
Perwali No 6 Thn 2024 ttg Pemberian TPP 
dan sesuai dengan SOP Perbendaharaan 
sehingga mampu memotivasi dalam 

meningkatkan kinerja, disiplin, kompetensi 
dan kesejahteraan ASN, hal ini dibuktikan 
juga dengan nilai perolehan kinerja 
organisasi BKPSDM adalah baik dan nilai 
SAKIP adalah A. 
 Faktor Pendukung Kebijakan ini 
adalah Komunikasi, Sumber Daya 
(Anggaran dan SDM Tim Pelaksana 
Pencairan), Sikap dan Struktur Birokrasi 
sedangkan Faktor Penghambat Kebijakan 
ini adalah Sumber Daya (fasilitas) dan 
Sumber Daya (SDM pelaksana kebijakan 
yang sudah berusia lanjut dan karakter yg 
kurang responsif dalam memberikan 
pelayanan kepegawaian) 
 Adapun saran yang dapat 
sampaikan kepada pimpinan di Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Probolinggo adalah: 
 Diperlukan adanya penambahan 
kapasitas server untuk menginput 
dokumen hasil kinerja sehingga 
mempermudah dan menunjang ASN dalam 
penginputan hasil kerjanya pada aplikasi e-
Kinerja dan kapasitas serta kecepatan 
server yang memadai juga diperlukan 
dalam aplikasi absensi kehadiran SIAP 
mobile sehingga seluruh ASN tidak 
mengalami kendala dalam proses absensi 
perekaman wajah apabila dilakukan dalam 
waktu bersamaan  
 Diperlukan adanya peningkatan 
kompetensi baik untuk kepribadian dan 
pelayanan serta pembiasaan dalam 
penggunaan aplikasi bagi ASN sehingga 
seluruh ASN mampu menginput hasil 
kerjanya secara sendiri dan mandiri. 
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